WALIKOTA JAYAPURA

~ PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
1 NOMOR 4 TAHUN 2012

. TENTANG
 RETRIBUS! PERIZINAN TERTENTU

AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
~ WALIKOTA JAYAPURA,

am rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan umurm
wujud ctonomi daerah di Kota Jayapura, perlu mengoplimalkan
; i Daerah melalul pemungutan refribusi sesuai dengan
"Momor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dasrah dan Retribusi

an ketenfuan Pasal 141 dan Pasal 156 ayal (1) Undangd

. Tertentu merupakan jenis Relribusi Kota yang

¢ Indonssia Nomor 12 Tshun 1889 {entang
lrian Baral dan Kabupaten Kabupaten Otonom d
an Negara Republik Indonesia Tahun 1969

ik Indonesia Momor 6 Tahun 1983 tentand
‘Daergh Tingkat |l Jayapura (Lembaran Negars
1 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negarg
33);
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 lentang
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1884
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
! ia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otono
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoj
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286); :

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 3
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan &
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 lentang &
Pemesintahan Daerch (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 fl!
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana lelah =
diubah beberapa, terakhir dengan Undang — Undang Republik Indonesia 8
Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik
Indanesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambzhan Lembaran
Negara Nomor 4548); i

8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas §
dan Angkutan Jalan {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahtn 20094

Namor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak

Daerah dan Relribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun)
2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor?
5049);

10.  Undang-Undang Repubfik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 lentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik:
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiich
Indonesia Nomor 5234);

11. Perzluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tenta 1'-
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Mamor 185, Tambahan

1
i
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. iénetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
o
i
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14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 tentang Ta
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungittan Pajak Daerah dd
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nom
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomd
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratury
Menterd Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 (enlang Perubahan At
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tenlang Peda
Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedomd
Penelapan lzin Gangguan di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukd
Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom|
694),

Denaan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

h adalah Kota Jayapura

tah Dasrah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagal unsur penyelenggara

tahan Daergh.

adalah Walikola Jayapura.

adaleh Pegawai yang diberi tugas terentu di bidang perpajekan daerah ses

ketentuan peraturan perundang-undangan.

i Daerah, yang selanjutnya disebul Retribusl, adalsh pungutan Daerah sebag

alas jasa alau pemberian izin lertentu yang khusus disediakan dan/al

oleh Pemerintzh Dasrah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Tertentu adalah kegiatan terentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemben

orang pribai atau Badan yang dimaksudkan uniuk pembinaan, pengaturg
an dan pengawasan alas keglalan, pemanfaalan ruang, serla pengguna

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);

12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemeriniahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerall
Provins| dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rep
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara Republ
Indonesia Nomor 4737);

12.Peraluran Pemerintain Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tenl:
Perindungan dan Pengelolaen Lingkungan Hidup (Lembaran N
Repubilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Neges
Repubiik Indonesia Nomor 5049); o
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sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertent gund mefindung’
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atay Badan yang menurul peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, fermasuk pemungut =
atau pemotong retribusi tertentu. o

8. Masa Relribusi adalah sualu jangka waklu tertentu yang merupakan batas wakly bag' wajib
Refribusi untuk memanfaatian jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daereh yang
bersangkulan.

9. Badan adalah sekumpuian orang dan/atau modal yang merupakan kesaluan, bak yang
melakukan usaha maupun yang yang tidsk melakukan usaha yang meliputl yang meliputi
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), alau badan 8
usaha milikm daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk gpa pun firma, kongsi, =
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisas! lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha letap.

10.1zin Gangguan adalah pemberian izin tempal usahalkegiatan kepada orang pribadi atau
Badan hukum dilokas! tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau
gangguan, balk langsung maupun tidak langsung.

11.lzin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk SR

menyedigkan pelayanan angkulan penumpang umum pada sualy atau beberaps traysk SRS

tertentu

12, lzin Trayek Insidentil adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan hukum SEEES

yang ltah memilkd izin trayek untuk menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum
diluar dari izin trayek yang dimilki.
13, lzin Usaha Perikanan adalah pemberian 2in kepada orang pribadi atau Badan hukum untuk
melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan -
14. Bangunan adalah suaty perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagal sarana kegialan:
manusia. i
15. Bangunan Khusus adalah lingkungan yang terwujud oleh sebab kerja manusia yang berdiri 5
diatas atau terpendam dalam tanzh alau berfumpu pada landasan dengan susunan terentu
sehingoa terbentuk ruang yang terbatas seluruhinya atau sebagaian diantaranya. g
16. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai kegiatan usaha dan sesual dengan gamba
izin mendirikan bangunan.
17.Luas Ruang Uszha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha dan sesuail
dengan gambar izin mendirikan bangunan. :
18 Perusahaan adalah badan hukum atsu persecrangan yang melakukan kegialan usaha
secara leratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan. 4
19. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan atau bahatt
baku menjadi bahan jadi. j
20.Usaha Perikanan adalah semua usaha perarangan atau badan hukum untuk mena
alau membudidayskan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan
mengawetian ikan untuk tujuan komersial,
21 Kendaraan Umurm adalah setiap kendaraan bermolor yang disediakan untuk dipergunasal
oleh umurm dengan dipungut bayaran baik langsting maupun tidak langsung.
22, Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan
bus dan mobil penumpang, yang mempunyal asal dan tujuan pedalanan tetap, lintasan 128
dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. E.

o9

23, l\;;bl! Penumpang adalah s_eiiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyak
(delapan) tempatl duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik den e e
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, A

24_:«3:;! B'.;s t;ndala:hdse?lap_kendaraan bermolor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya

pan pat duduk tidak termasuk tempal duduk pengemudi, baik dengan
lanpaerdengkapm pengangkutan bagasi. ‘ e
25. Eku:raneifm adgi:;‘ kendaraan bermolor dengan kapasitas tempat duduk 9 sid 16 denga
4 antar lempat duduk nomal tidak termasuk tempat duduk
dengan panjang kendaraan 4 — 6.5 meler, P
25,5::73 S:d;;g ;i:klma{tfam rmd . I{:’ d:nn;gt;n kapasitas lempal duduk 16 s/d 28 denga
: uduk tidak termasuk .
dengan panjang kendaraan 6,5 sampai 9 meler. TP ORI (R e
2?.5::(?5:;:1212 k;e:g?r?:?n pabemm! : Exkdengan Ikapasi!as tempal duduk lebih dari 28 denga
_ uduk normal tidak lerme L
denian panjang kendaraan lebih darl 9 meter, TR BTl chukk Dengenx

28.Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau b i i
e arang dari sulau tempat ke tempat lai

29, Tm;‘i‘::nehu a;d_alah tirr! yang dibentuk oleh Wallkota untuk meneliti dan mempertimbangka:
pe Sgan zin M@dt_ﬂkan Bangunan, lzin Gangguan, Izin Trayek, izin Usaha Perikanan

30. Sural Setoran Relnbgsn Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayara
alau penyeloran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atay lela
dilakukan dengan menggunakan formulir alau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daera
melalul tempal pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dasrah,

~ 31, Surat Kelelapan Relribusi Daerah, yang selaniutnya disingkal SKRD, adalzh sural ketelapa

retribusi yang menentukan besamya jumiah pokok retribusi yang terutang.

' 32.Surat Keletapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKROLB, adalal

sural ketetapan retribusi yang menentukan jumilah kelebi ibusi
B8 g ot seioruenye St oy | iebihan pembayaran retribusi yan

- 33.Sural Tagihan Retribusi Da i inqka

. melakukan tagihan retribusi dz;?::iagzgiszggﬁmzfmgisézg;;; I’Js:;lR g.d aiﬁlah A
- 4. Pemeriksaan Iadalah sefangkaian kegiatan menghimpun dan mengulalf ddalzu ii?gfin a
; dawalnu bukli yang dilaksanakan secara objekiif dan profesional berdasarkan éua-Iu slagd
i mnksam untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiben perpajakan daerah da
& relribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peratura

__ ; dangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
3/ yidikmo::hdak pfdéna di bidang reinbus: daerah adalah serangkaian findakar yany
: dilakukan pqmdnh untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti it
membua{ terang lindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemuk
oy muka
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
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akih 7 | Bangunan kolam Biasa Tanpa Konstruksi ] 0,10
N TERTENTU l 6 | Bangunan gudang = 120
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN | '_9 Bangunan Kolam Khusus (Kolam Buaya dan lain- 1.25
al 2 t _lain) . .
T  adatah : i~ = 10 | Bangunan Menaraltower/sikiop 2,00
Jenis Rtlambl:m_PenZInaf]‘:ﬁﬂg; - nan: ; : 11 | Bangunan pelindung Binalang Buas/Liar 120 __]
a. Retribusi Iz1n Mendini ;“ . ar;gan NF.r;uman Beralkoho!: - 12 | Bangunan yang As dindingnya berdiri diatas Daerah | 2,00
b. Retribusi lzin Tempal Penju | batas 1 (satu) meter dan batas tanah S
c. Fée!tngus :Z[l'l ?faf;ge%\_‘i';n i 13 | Bangunan Utama yang melampaui Luas 1,75
d. Retribusi fzin ' |
o Retribusi Izin Usaha Perikanan; _ berdasarkan Kepadatan Bangunan (70%)
BABII 8 Faklor Tingkal/Tinggl Bangunan 3 ]
RETRIBUSI [ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN “NO TINGKAT DAN TINGG! BANGUNAN KOEFISIEN
] : 1 | Banguan satu (1) Lantai - 1
Bagian Kesatu | 2 | Bangunan Lantai berikut Koefisien bertambah 0,50 1.00+0.50n
Nama dan Objek Retribusi setiap bertambah n Lantai, n = Perlambahan
Jumiah Lantai -
Pasal 3 L 3 | Bangunan menaraltower dan sejenisnya selfiap Tm=0,30
i ibusi atas pemberian izin SRR periambahian tingg! 1 (3atu) meter koefisien
Dengan nama Retribusi |zin- Mendirikan Bangunan, dipungut retribust 2135 P | bertambah tinggi 1m koefisien bertambah X dimana
I - . X=030
ty bangunan, . . -
mendinkan Sus 2 Pasal 4 | 4 | Bangunan Gudung/Gedung/Pabrik dan sejenisnya +nY
; :o0 fzin untuk mendirikan suatu 8 LA yang tinggi dindingnya lebih dari 4m, kefisien
(1) Oblek Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin | | bertambah n meter, dimana Y =0.25,n=123ds! |
bangunan o
_ . ) at (1) adalah pemberian izin 3 ¢._Faktor Guna Bangunan
(2) Tidak termasuk objek Relibusi sebagaimana d‘";a;i‘gaﬁada ayat (1) b NO GUNA BANGUNAN KOEFISIEN !
untuk bangunan millk Pemerintah atau Pemefinta . 1 | Bangunan Sosia T
d " 2 | Bangunan Perumahan/Pendidikan/Fasilitas Umum 0,10
al
an Jasa 3 | Bangunan Kelembagaan/kantor 1,50
Cara Mengukur Tingkat Pengguna 4 | Bangunan perdagangan dan Jasa Lantai 1s/d2 | 2,50
pasal 5 5 | Bangunan Perdagangan dan Jasa Lantal 3s/d4 2.00
. 6 | Bangunan Perdagangan dan Jasa > 4 Lantai 2,00 ]
<a divkur berdasarkan atas faktor jenis bangunan, tingkat Mtingg: 7 | Bangunan Industry/bangunan Campuran 2,75 .
(1) Tingkat pmgguﬂ:::glﬁi i:ljak bangunan, dan kondisi bangunan. 8 | Bangunan Khusus/Lain-lain 3,00
bangunan, guna ' ) (.
. j bagal berkit3 0. Fakior Letak B
: ksud pada ayat (1), ditetapkan sé - - 0. Faklor angunan
(2) Koefisien atas faktor-fakior sebagaimana dima _ - [NO LETAK BANGUNAN KOEFISEN i
_ > | 1 | Dipinggir Jalan Arteri 1,50 |
A_Faklor Jenis Bangunan SUNAN KOEFISIEN \[_2 [ Langsung berada di balakang Jalan Arter 140
NCL]r LUAS BEEN&M_#_ 1 1,00 _ F Dipinggir Jalan Kolekior 1,30
1_| Banguan Terulu e:'-g dindin ' | . 4 | Langsung berada di belakang Jalan Kolektor 1,25
| 2 | Bangunan Tertulu t?tap . = S | Bangunan di pinagir Jalan Lokal 1,20
1 gan 3:3% - ! o — | 6 E;(ngjunan yang langsung berada di belakang Jaian | 1,10
an ————]’——‘_“ I 1
Iat Beton Terbuka __ v, 7
g ngg ?12:: kolam Berlantai Konstruksibeton | SS9 AL 7 | Jalan Setapak 050
_ 0 e e ————
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£ Fakior Kondisi Bangunan =
NO KONDISI BANGUNAN KOEF(IEIEN
100

1 | Bangunan Pemnanen N
2 | Bangunan Semi Permanen (Maximum 15 Tahun)

3 | Bangunan Tidak Permanen (Umur 5 Tahun)

4 | Bangunan Darurat

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

Struktur dan besamnya tarif retribusi ditetapkan sebagal berikut.
(1) Tarif dasar sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter persegi.

(2) Retribissi terutang dihitung dengan mengalikan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan koefisien faklor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan
rumus sebagal berikut:
Relrbusi Terulang =

Bangurian X Koefisien Guna Bangunan
Koefisien Kondisi Bangunan,

Tarl Dasac X Koefisien Jenis Bangunan X Koefisien Tingkal/Tinggi
¥ Koefisieri Letak Bangunan X

(3) Untuk peribahan bentuk dan luas bangunan, ditetapkan sebagal berikut |
a. perubahan bentuk sid 10%, sebesar 10% dari retribusi awal
b. perubahan bentuk > 10% s/d 50% sebesar 25% dari relﬁbm! awal.
¢, perubahan bentuk >50% sid 75% sebesar 45% dari retribusi-awal,
d. perubahan banluk > 75% s/d 100% sebesar 50% dari ratansi_ a'n.wai.
e. perubahan tambahan luas bangunan, sebesar 10% dari retribusi awal.

BAE IV
RETRIBUS! 1ZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusl

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman _Beralkohoi, dipungut retribusi  atas
pemberian izin penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 8

Objek Retribusi Izin Tempal Penjualan Minuman Bgraikoho_l adalah pemberian fzin untuk
melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

101

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 9
Tingkat penagunaan jasa diukur berdasarkan klzsifikasi tempat , volume dan jangka wakiy

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10
Struktur dan besamya tarif relribusi ditetapkan sebagal berikut:
a. Pemberian ljin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Hotel, Restoran

Bar/Klub  MalarmDiskotik/Pub/Karaoke/Rumah ' i Pif '
iy mah  Bernyanyi, Panti Pijat dan

["No T Jenis Tempal | Jenis/ golonaan | Velume Peniualan | BesamyaTaif
1 Pen];aian Minuman ' i [_F-tplr )a’;un—} .
3 [ |
1. Hotel [ Golongan A std 15000 (Liter) 1 2.50%.0&0
| 16001 5/d36000 20000000
| L {Liter)
| | 30001 s/d 45000 ~ 37.500.000
(Liter)
Setiap penambahan 12.500.000
15000 liter
Golongan B s/d 2500 (Liter) 17.500,000
2501 s/d 5000 (Liter) 25.000.000
Setiap penambahan 17.500.000
2500 (Liter)
Golongan C s/d 4000(Liter) 22.500.000
4001 s/d B000{Liter) 30.000.000
Setliap penambahan 22.500.000
: 4000 (Liter)
. Golongan A s/d 15.000(Liter) 12.500.000
15001 s/d :20.000.000
30000{Liter)
30001 s/d 37.500.000
Risieian 45000(Liter)
Setiap penambahan 12.500.000
15000 (Liter)
Golongan B s/d 2500(Liter) 17.500.000
2501 s/d 5000 (Lifer) 25.000.000
Set'ap penambahan 17.500.000
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2500(Liten ]
s/d 4000 (Liter 22500000 Golongan C s/d 3500 Iila( 22.500.000
et 4001 s/d 80({170 {Ll)tar} ~ 30.000.000 . | 3501 s/d 7000 {h!e_r} 30.000.000
Seliap penambahan 22.500.000 Setiap penambahan 22.500.000
4000(Liter) . 3500 (iter)
3 BarfKiub Golongan A s/d — 000 b. Pemberian fjin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Perusahaan
Malam/Diskolik/F s.d 20.000(Liter) 15.000/ Distributor/Agen/Sub Distributor sebagai berikut :
ubkaracke/Rum 20001 s/d 40000 25 000.000 - Golongan A Kadar Ethanol 1% - 5 % dikenakan Retribusi sebesar Rp.
' _(Liter) : 2.500,-fliter
ah Bemyanyi
40001s/d60000 | 45.000000 = Golongan B Kadar Ethanol 5% - 20% dikenakan Relribusi sebesar ~ Rp.
" Setiap penambahan 15.000.000 6.500 -iter
20000 (Liter) | - Golongan C Kadar Ethanol 20% - 55% dikenakan Retribusi sebesar Rp.
2501 s/d 5000 (Liter) 30.000.000
Sefiap penambahan 20.000.000 Pasal 11
2500(Liter)
| Golongan € s/d 2500(Liter) 25.000.000 : Besamya kuolafumiah penjualan minuman beralkohol untux setiap golongan pada masing-
! 2501 s/d 5000(Liter) 35.000.000 masing jenis tempal penjualan, ditetapkan dengan Keputusan Wallkota,
Setiap penambahan
7 Pani | GolnganA | s/d20000 (Liter 15.000.000 RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
‘ ; 20001 s/d 25.000.000
Pljalml'nUTig 40@0!!Ul€f} Ba,gian ll{esatu '
40001 s/d 600D 45.000.000 Nama dan Objek Retribusi
Seliap penambahan 15,000.000
20000 (fiter) T Pasal 12
O 2000(Lite; AL o . o
‘ Songen € 20;{dsfd 40510 [l?ter] 30.000.000 Dengan nama Relribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pemberian izin tempat
Seliap penambahan 20.000.000 usahafkegiatan yang dapal menimbulkan ancaman bahaya, kerugian danfatau gangguan.
2000 (Liter) ; .
‘ Golongan C s/d 2000 (Liter) 25.000.000 Pasal 13
2001 s/d 4000 (Liter) 35.000.000 T | o '
Setiap penambahian 25.000.000 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usahalkegiatan kepada orang
| 2000 (Liter) pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,
' l s/d 30000 (liter) 12.500.000 lermasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan ussha secara terus-menerus unluk
5. | Supermarket/Tok |  Golongan A 9007 </d 60000 20,000,000 mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelinarz
0 (iter) ' ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
37.500.000 _ o
BUOU‘lmsgr}S e (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah tempat usahal kegiatan yang telah ditentukan oleh
I Setiap penambahan 12.500.000 ' Pemerintah Pusat atau Pemeriniah Daerah,
i S {Lit;r}} 17.500.000
| Golongan B 5/d 3000 (fiter 500
1 = 3001 s/d 6001(liter) 25,000.000
Seliap penmbahan 17.500.000 J
l | | ™ 3000 ften)
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Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 14

{1) Tingkal penggunaan jasa divkur berdasarkan perkalian antara luas ruang lempal usaha
dengan indeks lokasi dan indeks gangguan.

(2) Luas ruang tempal usaha sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah luas bangunan yang

dihitung sebagai jurniah luas setiap lantal.
(3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ;

a. Kawasan Industri lndekg 1
b, Kawasan Perdagangan Indeks 2
¢. Kawasan Pariwisata Indeks 3

d. Kawasan Perumahan dan Permukiman Indeks 5

{4) Indeks ganaguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikul :

a. Gangquan besar Indeks 3
b, Gangguan sedang Indeks 2
¢, Gangguan kecil Indeks 1
Bagian Ketiga )
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 15

Struktur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai heﬁcur. _ '
(1) Besarnya larif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagal berikut .

a. Perusahaan yang menggunakan mesin

Intensitas gangguan besarftinggi Rp. 2.000,-M2
b. Perusahaan yang menggunakan mesin

Intensitas gangguan sedang Rp 1.500-M2
¢. Perusanaan yang menggunakan mesin

Intensitas gangguan kecil Rp. 1.000,-M2
d. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin _

Intensitas gangguan besarftinggi N Rp. 2.000.-M2
&, Perusahaan yang fidak menggqunakan mesin

Intensitas gangguan sedang Rp. 1.500,-M2
f. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin

Intensitas gangguan kecil Rp. 1.000,-M2

(2) Retribusi terutang dinitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jase
{ }sehagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat 1.
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BAB VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi alas pemberian izin untuk me
pelayanan angkulan penumpang umum pada sualu atau beberapa Irayek tertenty

Pasal 17

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi glau Ba
menyediakan pelayanan angkulan penumpang umum pada suatu alau beberapa trayek

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18
Tingkat penagunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin dan jeris kendarazn,

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19
Struktur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagal berkut :

| - TARIF
JENIS ANGKUTAN :
3K (Ro)

IZIN TRAYEK:

s Mobil penumpang Umum 250.000
* Bus Keci 350.000
» Bus Sedang 600.000
* BusBesar 700.000
IZIN INSIDENTIL:

o Mobil penumpang Umum 10.0
*  BusKeci 15.0
s Bus Sedang 20.0
o BusBesar 250
IZIN OPERAS! UNTUK TAKSH: 350,000
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BAB VIl
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi zin Usahia Perikanan, dipungul retribusi alas pemberian izin untuk
melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan Ikan.

Pasal 21

Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan
untik melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasai 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jens izin, alat tangkap dan \uas areal.
Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusl

Pasal 23

Struktur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagal berkut -
{1) Uszha penangkapan ikan:
a. Surat Izin kapal penangkap ikan (SIPI)
dengan ukuran 5-10 GT dengan alat langkap ditetapkan sebagal berikut:

| ——
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c. AirLaut
1, L(:lrlamba apung air laut dengan luasan > 4 unit untuk ikan Kerapu Rp. 500.000.- per 4
2. :::Tgﬁi?pw air laut dengan luasan > 10 unit untuk lkan Kerapu Rp. 750.000,-
BAB Wil
SUBJEK DAN WAJIE RETRIBUSI
Pasal 24

(3) Subjek Retribusi Penzinan T 4 ; -
il ertenty adalah orany pribadi atau Badan yang izin tertentu dan

{4) I\;Vaﬁb Ee_lrjlhzgi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi alau Badan yang menurut Peraturan
aerah ini ¢ rwajlh_kan _uptuk melakukan pembayaran relribusi, termasuk pemungul atau
pemotong Relribusi Perizinan Tertentu.

BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 25

Retribusi sebagaimana d : o :
o e gairm: imaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagal Relritusi Perizinan

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

1. Pangcing londa Rp.300.000,+/2 Thn Pasal 26
2. Pancing dasar Rp.300.000,-2 Thn
3. Jaring Insang Rp.750.000,-/3 Thn (1} Frinsip Gan ‘sasaran dalam penelapan tarii Retribusi Perizi
. : _ ; pan taril Relribusi Perizinan Tertenlu did i
4. Huhate Rp.500.000,-/3 Thn twjuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan “mt;;_sﬂﬁi‘a_” pada
5. Pukat Cincin Rp.750.000-/3 Thn bersangkutzn. pemberian izin yang
. Rawai Tuna Rp.750.000,-/3 Thn _
-g‘ jinn:g lﬁg::lr Rp750.000,:/2 Th @ g;iaﬂgi'mggafm pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput
: > men, pengawasan di lapangan, k ;
. ‘ Rp.1.000.000 /2Thn hiaya dampak negalif dar pemberizn izin lersghut penegakan hukum, penatausahaan, dan
(2) Usaha budidaya fkan berupa Surat Izin Usaha Perkanan (SIUP) budidaya: :
a. Air Tawar: BAB XI
1. Pembenihan dengan luasan lebin dari 0,75 Ha Rp.1.000.000,- per 0,75 Ha WILAYAH PEMUNGUTAN D _
2 Pembesaran dengan luasan kolam > 2 Ha Rp.500.000,- per 2 Ha N DAN INSTANSI PEMUNGUT RETRIBUSI
3. Pembesaran dengan luasan keramba > 4 unit Rp.300.000 - par 4 Unit pasal 27
b. Air Payau: -
1. Pemberihan dengan Juasan lebih dari 0,5Ha Rp.500.000,- per 0,5 Ha Retribusi Parizinan Tertentu yang terutang di
2 Pembesaran dengan luasa kolam > § Ha Rp.1,000.000.- per 5 Ha Yang lerttzng diptngul di wiayaly Daerah,

T Y
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BAB Xl
PEMUNGUTAN

Pasal 28

(1) Relribusl terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan yang diterbitkan oleh Walikota.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal berupa
karcis, kupon dan kartu langganan.

(3) Benluk, Isi, lata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen fain yang
dipersamakan ditelapkan dengan Peraturan Walikota

BAB Xl
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29
(1) Pembayaran Refribus yang terulang harus dilakukan sekaligus.

(2) Retribust dilunasi paling lambat 30 {tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal Jatuh (empo bagi Waijib
Retribusi untuk melunasi Retribusinya.

(3) Dalam hal Waijib Retribusi tertenty tidak membayar tepal pada waklunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari Refribusi yang terutang yeng fidak atau kurang dibayar dan ditagh dengan
menggunakan STRD.

(4) Wallkota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan perselujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atay menunda
pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sehufan.

(5) Ketentuan |ebih fanjut mengenal tata cara pembayaran, pembayaran gengan angsuran dan
penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau lempat lain yang
ditetapkan oleh Walikata.

(2) Pembayaran Retribusi sabagaimana dimaksud pada ayat (1) diskukan dengan
menggunakan SSRD.
(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRO, ditetapkan dengan Peraturan Wallkota.
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BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

(1) Untuk melakukan penagihan Relribusi, Walikola da i i
ik mel  Retribusi, ta dapal menerbitkan STRD ji
Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang lepal pada waklunya atau kurang rnalf:!ana::?ﬂt

2) P an Reltribusi i i i
(2) Tgtg]'s?aﬂ:: Retribusi lerulang sebagaimana dimeksud pada ayat (1) didahului dengan Sura

(3) Jumiah kekurangan Retribusi yang terutan i di
: _ g datam STRD sebagaimana dimaksud
(1) dltambah' dengan sanksi administratif berupa bunge sebesar 2% (dua :;jmgaﬁd::kg
bulan dan Retribusi yang terutang yang lidak atau kurang dibayar.

(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraluran Wallkota,

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 32

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wallkota j itunj
t ;
atas SKRD atau dokumen lain yang dipefsamak:’r;.a saremsmn

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesi isertai
ooy | a Indonesia dengan diserial alaszn-slasal
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiu pali i E
. an dalam jang! ng lama 3 (tiga) bulan sejak lan
SKRDldliqﬁ&an. kequ_a!i jika Wajib Retribusi lertentu dapat menuriiukkan ba!l-nwa- Jarﬁ_;glz
wakty itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada 3
; : A ayal
yang lerjadi di luar kehendak atau kekuasaan Waijib Fletr?husi. PRl e

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban memb ibusi
P Relust ji embayar Retribusi dan pelaksanaa

Pasal 33

b ’ . Y

(2) Keputusan Wallkota atas keberatan dapat berupa menerima seluru )
. eluruhnya.
menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. ya atay sebagiar
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j i i Walikota tidak
3) Apablia jangka wakiu sebagaimana dimaksyd pada ayat (1) telah Iewa! dan
a rnemben!asuam keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 34

- . ? : ’ "

1) Jika uan keberatan dikabulkan sebagian alau selurulajya. Waiukyta menerhitka_

= S:Kngfgggtuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebiulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterhitkannya SKRDLSB,

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEEIHAN PEMBAYARAN
Pasal 35

(1) Atas kelebhan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapal mengajukan permohonan
nengembalian kepade Wallkole,

- I oo -
7) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, se;ak diterimanya penn
o pengenihaiian kﬁhan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memberikan kepulusan.

ila j ' 2) telah dilampaui dan Walikota

(3) Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pade_l ayal (2) tek :
tidak memberikan suatu keputusan, pemmohonan pengembghan pembayaran Retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka wakty paling lama 1

(satu) bulan.

4 bila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
g ?zﬁﬁbﬂsi se{:agaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebin dahulu utang Retribusi tersebut.

i ' i ' : da ayat (1)
&) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pa
° dllaniglekan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKROLB.

) lan
) Jika embalian kelebihan pembayaran Retribus! dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
= ‘a'l'lali’spc;?;gmm_beﬁkan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan alas keterlambatan

pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi,

(7) Tala cara pengembalian kelebinan pembayaran Relrbusi sebagaimand dimaksud pada ayal
(1) diatur dengan Peraturan Wallkota.

BAB XVil
KEDALUWARSA

Pasal 36

(1) Hak untuk mefakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3
(tiga) tahun lerhitung sejak saal terutangnya Retribusi, kecuali jka Wajib Retribusl
melakukan tindak pidana di bidang Retribusl. '

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tertangguh jika :
diterbitkan Surat Teguran;
(3) ada pengakuan utang Retritiusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

{4) Dalam hal diterbitkan Sural Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal dilerimanya Sural Teguran lersebut.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t
adalah Wajit Relribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyal utang
Retritusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2
huruf b dapat diketahui dani pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayarar
dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusl,

Pasal 37

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihar
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwars:
sebagaimana dimaksud pada ayal (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturar
Walikota.
BAB XVl
PEMERIKSAAN

Pasal 38

(1) Walikola berwenang melakukan pemeriksaan unluk menguji kepatuhan pemenuha
kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribus
Daerah,

{2} Waiib Retribusi yang diperiksa walib :
a. Mempedihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menja
dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
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b, Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diangaap periu
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
c. Memberikan keterangan yang diperukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan
Walikota.

BAB XIX
PEMANFAATAN

Pasal 39

{1) Hasil penerimaan Relribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan
seluruhnya ke Kas Daerah.

i : i etribusi di danai kegiatan yang berkaltan
(2) Sebagian hasil penenmaan Retribusi digunakan untuk men ka
langsung dengan penyelenggaraan pemberian dan pengawasan pelaksanaan perizinan
terteniy.

. y ) e . da ayat (2)
3} Penqalokasiar sebagian penermaan Retribusi sebagaimana dimaksud pa
- diletgapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertenty.

(2) Psmberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaalan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXl
PENYIDIKAN
Pasal 41
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemeintah Daerah diberi wewenang

eba idi snyldikan i idana di bidang Retribusi
khusus sebagal Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pi ¢
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- . 13

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukli pembukuan, pencatatan dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukli tersebul,

1. Meminta bantuan tenaga ahli datam rangka pelaksanaan lugas penyidikan lindak pidana
di bidang Retribusi Daerah;

0. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan
atau dokumen yang dibawa; _

h. Memotrel sesecrang yang berkailan dengan tindak pidana Retribusi Daerah,

i. Memanggll orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai lersangka atau

saksi;

Menghentikan penyidikan,

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

Retribusi Daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

v

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampalkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabal Polis
Negara Republik Indonesa, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1) Wajib Relribusl yang fidsk melaksanakan kewsjibannya sshingge merugikan keuangar
Daerah diancam pidena kurungan paling lama 3 (liga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIll
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah inl mulai berlaku, maka :

a. Pearaturan Daerah Kota Jayapura Nomor 18 Tahun 1992 tentang Retribusi IMB;

b. Peraturan Dasrah Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;

¢. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempe
Penjualan Minuman Beralkoho! BAB Il Pasal 2 sampal dengan Pasal 4, BAB IV samps
dengan BAB XXI,

d. Peraturan Daerah Kola Jayapura Nomor & Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Angkutan Umur
Pasal | Angka 2 bullr 12 hurufa, b, ¢, d dane.

e, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi lzin Usah

Perikanan BAB |V Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 dan BAB V Pasal 26,




14 ~

{. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Alas Peraturan
Daerah Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan Pasal | Angka

2,
Dicabut dan dinyatakan lidak berlaku,
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 3 Maret 2012

WALIKOTA JAYAPURA,
e
Drs. BENHUR TOMI MANO, MM

Diundangkan di Jayapura
Padatanggal 3 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
™
Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550724 138403 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2012 NOMOR 56
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